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BAB I 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1 Indonesia Sebagai Negara Hukum  

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana di gagas oleh Founding 

father Indonesia yaitu Ir. Sukarno yang dirumuskan dalam penjelasan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (disingkat UUD 1945) bahwa 

Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat).
1
 Artinya negara yang berdasarkan 

atas kekuasaan (matchstaat) semata dan dan Indonesia adalah negara hukum 

yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin 

kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya.   

Menurut Jimly Assidiqque, seperti diuraikan dalam penjelasan autenteik 

naskah Undang-undang Dasar 1945, kandungan pemikiran yang terdapat didalam 

pembukaan UUD 1945 itu mencakup empat empat pokok pikiran, yaitu: pertama, 

Negara Indonesia adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala faham golongan dan 

paham perseorangan. Kedua, bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Ketiga, bahwa Negara Indonesia 

menganut paham kedaulatan rakyat. Keempat, bahwa Negara Indonesia adalah 

                                                           
1
 Istilah rechtstaat pertama kali digunakan oleh Rudolf van Gnes (1816-1895), seorang guru besar di 

Berlin-Jerman pada awal abad ke 19 sebagai konsepsi baru dari ide rule of law. Istilah ini terdapat 

dalam bukunya yang berjudul “Englishce verwaltunngerechte” pada tahun 1857 dimana ia 

menggunakan istilah Rechtstaat untuk pemerintah negara Inggris. 
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negara yang berketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil 

dan beradab.
2
 

  Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara 

hukum antara lain:
3
 

a. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang 

berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. 

b. Bab X Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya 

c. Dalam  Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan 

melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang 

demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu 

berlaku tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di 

hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak 

bertentangan dengan hukum (due process of law).
4
 

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal 

protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). Perbedaan 

                                                           
2
 Jimly Assiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, hal.52  

 
3 Ibid 
4 Ibid, hlm.54. 
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perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang 

di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di 

atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan 

tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, 

gender, agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status 

seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan 

tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai 

negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun. 

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah 

bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, 

rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan 

atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum harus 

didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik 

adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan 

kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah 

hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum yang baik 

dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi 

kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok. Oleh 

karena itu, suatu negara yang menyatakan bahwa negaranya merupakan negara 

hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. 
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Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti rechstaat (Indonesia ialah 

negara yang berdasar atas hukum).
5
   

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori 

kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di 

dalam suatu negara adalah hukum. Oleh sebab itu, seluruh alat perlengkapan negara 

apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung 

tinggi hukum tanpa terkecuali, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa 

konsep negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin 

keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurut Aristoteles merupakan syarat 

bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, 

yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran 

yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan 

keseimbangan saja.
6
 

Selain itu, negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori 

kedaulatan hukum yang pada prinsipnya kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara 

adalah hukum. Oleh sebab itu, seluruh alat kelengkapan negara apapun namanya 

                                                           

5
 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PS HTN FH 

UI dan Sinar Bakti, hlm. 153 

6
 B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem 

Demokrasi”, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hal. 17 



 

 

 5 

termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa 

kecuali, Krabe dalam B. Hestu mengemukakan:
7
 

“Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya 

harus tunduk pada hukumyang berlaku.Dalam arti ini hukum membawahkan 

negara.Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum 

rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan 

seseorang (impersonal).”  

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap 

diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum modern, Adapun 

unsur-unsur terpenting dalam negara hukum, antara lain : 
8
 

a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;  

b. Pemisahan/pembagian kekuasaan;  

c. Legalitas Pemerintahan;  

d. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak; dan  

e. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.  

Berdasar pada penjabaran negara hukum tersebut, sesuai dengan tujuan 

Negara maka pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan 

                                                           
7
 Hamdani dan Sutarto, Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, Solo, 

Penepen Mukti, 2002, hlm, 39.  

8
 Ibid,  hlm.21. 
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masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (social service atau public 

service) . Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut 

untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri dari 

tugas mengatur dan tugas mengurus, yang muara nya adalah perwujudan 

kesejahteraan seluruh masyarakat.
9
 

Pada dasarnya Indonesia telah memenuhi syarat minimal sebagai negara 

hukum, yaitu pembagian kekuasaan yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, pemencaran kekuasaan negara/pemerintah, jaminan 

terhadap hak asasi manusia, jaminan persamaan di muka hukum dan perlindungan 

hukum, dan asas legalitas.
10

 

 Negara hukum Indonesia adalah unik dan tidak sama dengan negara hukum 

lain, karena dibangun berdasarkan atas cita hukum bangsa Indonesia sendiri, yakni 

Pancasila dan konstitusi Indonesia UUD 1945. Negara hukum Indonesia adalah 

negara hukum dan sekaligus negara kesejahteraan yang hanya mungkin dicapai 

dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi dan berlandaskan pada hukum tidak 

dalam pengertian formal semata, tetapi juga dalam pengertian materil, yang 

                                                           
9
 Abdul Aziz hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm.8. 

10
 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, 

Jakarta :Sinar Harapan, 1994, hlm 63. 
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dinyatakan dengan mewujudkan kesejahteraan keadilan bagi penduduk dan warga 

negara Indonesia.
11

 

 

1.1.2 Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan 

Sejak Indonesia merdeka pada  tanggal 17 Agustus 1945, telah disahkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pijakan 

Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sebuah dasar Negara 

yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu Negara 

yang Demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, 

berkemakmuran dan sejahtera bersama-sama. 

 

Sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia tersebut adalah teori 

Negara Kesejahteraan (Welfare State). Teori ini menegaskan bahwa Negara 

yang pemerintahan negara menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. 

Pengagas teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), R. Kranenburg, 

mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan 

kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara 

merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh 

rakyat.” 
12

 

                                                           
11 Ibid 
12 Marilang, “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”, 
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   Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) tersebut sering kali dimaknai 

berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis 

besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna sebagai berikut: (i) Sebagai 

kondisi sejahtera (well-being), dimana kesejahteraan sosial (social welfare) 

sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi 

sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena 

kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan 

pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan 

dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya; (ii) Sebagai 

pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial 

(social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan 

sosial personal (personal social services); (iii) Sebagai tunjangan sosial, 

kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar 

penerima kesejahteraan  adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang 

kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, 

seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya; (iv) 

Sebagai proses atau usaha terencana,  sebuah proses yang dilakukan oleh 

perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian 

pelayanan sosial dan tunjangan sosial.
13

 

                                                                                                                                                                      
Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2,  Juni 2012, 
13

 Marojohan S. Panjaitan, “Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara 
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Pengertian tentang Negara Kesejahteraan (Welfare State) tidak dapat 

dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. Negara Kesejahteraan 

sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang dibanyak 

Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social 

protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan 

asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (social safety net). 
14

 

Ideologi Negara kesejahteraan mengajarkan tentang peranan negara yang 

lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht 

dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern 

sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-

luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu 

welfare state.
15

 

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith ide dasar Negara 

kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) 

mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 

menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their 

                                                                                                                                                                      

Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26, No. 01, 2012. 

 
14 Ibid, hlm.8. 

15
 E. Utrecht; Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1966.  
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citizens. 
16

 Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan 

konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang 

ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan 

kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. 
17

 

Dalam implementasinya, Pemerintah Indonesia berusaha menciptakan 

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang telah 

diamanatkan dalam  UUD 1945 yang secara tegas mengamanatkan kesejahteraan 

sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negeri ini.  

Kesejahteraan sosial tersebut tertuang dalam UUD 1945 yang 

diantaranya menyatakan, bahwa perekonomian berdasarkan atas asas 

kekeluargaan, membiayai pendidikan dasar, mengembangkan sistem jaminan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah 

dan tidak mampu serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak. Pemerintah Indonesia secara jelas diamanatkan 

untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang per 

orang. 

Sebagai gagasan atau cita-cita kebangsaan “Kesejahteraan Sosial” 

pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno dalam Pidato 1 Juni 1945, sebagai 

                                                           

16
  R. Shackleton, ‘The Greatest Happiness of the Greatest Number: The History of Bentham’s Phrase’, 

Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 90 (1972).  

17 Ibid, hlm.33. 
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Sila ke 5 Pancasila. Tapi istilah itu hilang dari rumusan Pancasila dan diganti 

dengan istilah “Keadilan Sosial”, sebuah istilah yang dikemukakan oleh Bung 

Hatta. Tapi istilah keadilan sosial itu, oleh Bung Hatta dijelaskan sebagai 

kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa keadilan 

sosial adalah prinsip yang mendasari kesejahteraan sosial. Dalam pengertian itu 

istilah kesejahteraan sosial sinonim dengan istilah “adil dan makmur” atau 

kemakmuran yang berkeadilan yang dijelaskan juga sebagai kemakmuran yang 

merata di antara semua warga atau istilah “samarasa-samarata”.
18

  

1.1.3 Konstatasi Keadaan 

Konsep welfare state atau social service-state, yaitu negara yang 

pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar 

hidup yang minimal, merupakan anti-tesis dari konsep “negara penjaga malam” 

(Nachtwakerstaat) yang tumbuh dan berkembang di Abad ke 19. Di dalam 

negara penjaga malam atau negara hukum dalam arti sempit (rechtstaat in engere 

zin), pemerintah hanya mempertahankan dan melindungi sosial serta ekonomi 

berlandaskan asas “leissez faire, laissez aller. Dengan begitu sifat khas dari suatu 

pemerintahan modern (negara hukum modern) adalah terdapat pengakuan dan 

                                                           

18
 M. Dawam Rahardjo, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di Era Globalisasi, hlm.1.  
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penerimaan terhadap peran-peran yang dilakukan sehingga terbentuk suatu 

kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk/menciptakan kondisi sosial, 

ekonomi dan lingkungan.  

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (government by law) 

sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah terbatas (tidak 

absolute). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan 

negara dan politik tersebut, untuk menghindari kesewenang- wenangan dari 

pihak penguasa dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan 

negara haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh 

siapapun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang 

sangat penting, sehingga sejak kelahiarannya konsep negara hukum memang 

dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar 

tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (abuse of 

power).
19

 

Dalam tipe negara kesejahteraan suatu negara mensponsori seluas-luasnya usaha 

masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam kaitan itu, 

dikatakan pula bahwa tipe negara welfare state, adalah negara dan alat-alat 

perlengkapanya mengabdi pada kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan 

masyarakat, termasuk memberikan jaminan sosial, seperti pelayanan kesehatan dan 

jaminan pemeliharaan fakir miskin serta anak-anak terlantar. 

                                                           
19 Satjipto Raharjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 9-11. 
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Pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif 

sendiri itu lazim dikenal dengan istilah Freies Ermessen atau Discretionary power, 

yaitu suatu istilah yang didalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas.  

Philipus M. Hadjon menyatakan kebebasan bertindak (freies ermessen) pada 

dasarnya berarti kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkrit, 

kebebasan untuk mengukur situasi konkrit tersebut, dan kebebasan untuk bertindak 

meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas (sifat aktifnya 

pemerintah).
20

  

Pemberian freies ermessen kepada pemerintah atau administrasi negara 

mempunyai konsekuensi tertentu dalam bidang legislasi. Dengan bersandar pada 

freies ermessen, administrasi negara memiliki kewenangan yang luas untuk 

melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat 

atau mewujudkan kesejahteraan umum, dan untuk melakukan tindakan itu diperlukan 

instrumen hukum. Artinya, bersamaan dengan pemberian kewenangan yang luas 

untuk bertindak diberikan pula kewenangan untuk membuat instrumen hukumnya.  

Sebagai bentuk dari komitmen untuk mensejahterakan rakyat tersebut, negara 

perlu memerintah, mengatur, dan memfasilitasi berbagai hal. Salah satu contohnya 

adalah di bidang hak cipta dengan menerbitkan Undang-Undang  No. 28 Tahun 2014 

                                                           

20
 Philipus M. Hadjon, 1990, Pengertian- pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan 

(Bestuurhandeling), Djumali, Surabaya, hlm. 40.  
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yang merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual. Atau disingkat menjadi 

HKI. 

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan 

daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai 

bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan 

manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.
21

 Sifat dari HKI adalah hak kebendaan, 

yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja 

rasio, dimana hasil kerja tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas, sehingga ketika 

sesuatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai HKI.  

Tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan otak (nalar, rasio, 

intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menghasilkan 

HKI, namun hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya saja yang dapat 

menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai HKI. Dengan demikian, hasil 

kerja otak yang membuahkan HKI bersifat eksklusif, dimana hanya orang tertentu 

saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. HKI yang bersifat eksklusif tersebut 

merupakan suatu bentuk penghargaan atas hasil intelektualitas manusia (dalam hal ini 

hasil kerja otak manusia), baik dalam bentuk penemuan-penemuan maupun hasil 

karya cipta dan seni, terutama ketika hasil kerja otak manusia itu digunakan untuk 

tujuan komersial.  

                                                           
21

 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di 

Indonesia, Cet. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21-22.  
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Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual, namun hak 

cipta berbeda secara mencolok dari Hak Kekayaan Intelektual lainnya (seperti paten, 

yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi) karena hak cipta bukan 

merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah 

orang lain yang melakukan. 
22

  

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada 

dasarnya Hak Cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak Cipta juga 

dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak 

sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu 

yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau 

“ciptaan”.  

Konsep Hak Cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright 

dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya “hak salin”). Copyright ini diciptakan 

sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, 

proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan 

biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Oleh karena itu, 

                                                           
22
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kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali 

meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.
23

 

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk 

menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai 

diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut 

diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup 

perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur 

penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, 

peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang 

copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi 

milik umum.
24

 

Hak milik dipandang sebagai hak yang benar-benar mutlak yang tidak dapat 

diganggu gugat (droit inviolable et sacre). Namun, dalam perkembangan hukum 

selanjutnya, kira-kira sekitar seratus tahun setelah BW dikodifikasikan tahun 1848, 

sifat hak milik yang mutlak itu tidak dapat dipertahankan lagi, karena dimana-mana 

timbul ajaran kemasyarakatan yang menginginkan setiap hak milik mempunyai 

fungsi social. 

Dari segi fungsinya, Karya sinematografi atau film merupakan sebuah sarana 

bagi manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Manusia membutuhkan film sebagai 

                                                           
23 Ibid, hal.15. 
24 Ibid, hal.16. 
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hiburan. Film termasuk ke dalam kebuthan sekunder bagi manusia, maka 

pemuasanyya dapat ditunda. Namun, pada perkembangannya film merupakan sesuatu 

yang sangat diminati oleh masyarakat luas untuk pemenuhan kebutuhan akan hiburan. 

Pemenuhan kebutuhan film sekarang bukan hal yang sulit untuk dilakukan, hal 

tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan pergi ke 

bioskop.
25

 

Penjelasan umum UU No.33 Tahun 2009 Tentang Perfilman menyatakan 

bahwa karya sinematografi atau film sebagai karya seni budaya yang terwujud 

berdasarkan kaidah sinematografi merupkan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna 

bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga Negara yang dilakukan dengan 

memadukan keindahan, kecanggihan, teknologi, serta system nilai, gagasan, norma, 

dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan 

demikian film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang 

dikembangkan sebagai karya kolektif dan banyak orang yang terorganisasi. Itulah 

sebabnya, film merupakan pranata social (social institution) yang memiliki 

kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Hal itu 

sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerja secara 

kolektif,kemajuan terknologi, dan sumber daya lainnya. 
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan berbagai 

kemudahan dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali dalam pemenuhan kehidupan 

manusia akan film. Kegiatan perfilman yang meliputi pembuatan film, penyimpanan, 

dan penyebaran film dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi.
26

  

Manusia sebagai makhluk sosial dalam perkembangannya menghasilkan 

sesuatu peradaban baru seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi. Perkembangan teknologi infromasi dan komunikasi sangat berpengaruh 

pada berbagai bidang kehidupan manusia, seperti dalam bidang perdagangan, 

pemerintahan, dan lain sebagainya.  

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber 

atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan 

untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi.  

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini memiliki 

dampak positif pemanfaatan teknologi infromasi dan transaksi elektronik bagi 

masyarakat misalnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang melakukan transaksi 

                                                           
26
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jual beli atau melakukan usaha lewat media internet sehingga dalam hal pemasaran 

menjadi lebih mudah.
27

 

Namun apabila hal tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik maka akan 

memberikan suatu dampak negatif. Dampak negatif ini misalnya pelaku usaha yang 

ingin mendapatkan keuntungan secara cepat namun tidak memiliki produk untuk 

dijual, maka pelaku usaha tersebut cukup dengan manrik minat masyarakat pengguna 

internet untuk masuk ke situs yang dia miliki dengan cara memberikan akses unduh 

terhadap film, sehingga situs yang dia miliki menarik perhatian para pelaku usaha lain 

untuk melakukan kerja sama dalam bentuk menempatkan iklan di dalam situs yang 

sudah terkenal tersebut.
28

 

Dewasa ini banyak situs yang memberikan akses unduh film secara cuma- 

cuma kepada masyarakat luas atau biasa dikenal dengan situs streaming, sehingga 

situs tersebut memiliki banyak pengunjung setiap harinya. 

 Situs streaming film merupakan salah satu situs yang menyediakan akses 

unduh terhadap film secara cuma-cuma. Hal tersebut menyebabkan pelaku usaha lain 

di dunia maya untuk melakukan kerja sama dengan pemilik situs tersebut dengan cara 

menaruh iklan. Contoh-contoh nama website situs streaming film tersebut antara lain 

indoxxi, ganool, lk21, dan terbit21. 

                                                           
27  tekno.kompas.com%2Fread%2F2019%2F12%2F24%2F15230037%2Fini-bahaya-mengakses-situs-

streaming-film-ilegal-seperti-indoxxi. Diakses tanggal 3 Maret 2020. 
 
28 Ibid 



 

 

 20 

 Situs streaming film seperti Indoxxi, ganool, lk21, terbit21 mendapatkan 

keuntungan komersil dari kerja sama pengiklanan dengan pelaku usaha lain tersebut. 

Sedangkan, seperti yang di atur didalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta bahwa film atau sinematografi merupakan objek yang dilindungi oleh hak 

cipta. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta apabila situs streaming film tersebut tetap melakukan kegiatannya di dunia 

maya.  

Karya sinematografi telah diatur tersendiri (sui generis) dalam Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2009 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992. Namun 

demikian undang-undang yang khusus mengatur tentang perfilman di Indonesia ini 

sama sekali tidak mengatur tentang perlindungan hak cipta atas karya sinematografi.  

Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman difokuskan pada 

pengaturan bisnis industri perfilman. Karenanya yang diatur adalah teknis tentang 

prosedur pembuatan film, persyaratan materi atau muatan sebuah film, peredarannya, 

sensor film, dan persaingan usaha di bidang pembuatan, impor dan ekspor film.
29

 

Film di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dikenal 

dengan Sinematografi itu merupakan sebuah ciptaan. Dengan demikian, terdapat 
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perbedaaan konsep tentang karya sinematografi yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dengan yang diatur dalam Undang-Undang 

Hak Cipta.  

Undang-Undang Hak Cipta tidak merumuskan definisi formil dari film atau 

karya sinematografi. Namun dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta disebutkan 

bahwa yang termasuk karya sinematografi adalah media komunikasi maasa gambar 

gerak (moving images).
30

 

Sinematografi atau film merupakan ciptaan yang secara otomatis dilindungi 

oleh Hak Cipta setelah suatu ciptaan dilahirkan Undang-Undang Hak Cipta juga 

menyatakan bahwa pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan 

program computer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain 

yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang 

bersifat komersial.  

Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif terhadap ciptaannya sehingga 

tidak akan ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin  pencipta. 

Hak eksklusif bagi pemegang hak cipta di antaranya termasuk hak untuk 

mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya.  

Perbuatan mengumumkan suatu ciptaan mencakup perbuatan yang sangat 

luas. Termasuk didalamnya pembacaan, penyiaran, pengutipan (quotation), pameran, 

                                                           
30 Ibid, hlm.161 
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penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat 

apapun, termasuk media internet atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan 

dapat dibaca, didengar, atau di lihat orang lain.  

Penyebaran akses unduh film merupakan perbuatan mengumumkan suatu 

ciptaan yang ramai dilakukan oleh situs dalam dunia maya yaitu penyebaran suatu 

ciptaan dengan menggunakan media elektronik. Situs streaming film memberikan 

suatu akses unduh terhadap film yang telah dilindungi oleh Hak Cipta, dengan 

maksud untuk mendapatkan keuntungan secara finansial.  

Keuntungan finansial yang didapatkan oleh situs streaming film yaitu 

keuntungan finansial secara tidak langsung yang didapatkan dari kerja sama 

penempatan iklan di situs streaming film. Hal ini jelas merugikan pihak pencipta atau 

pemegang hak cipta, karena situs penyebar tersebut tidak diberikan izin oleh pihak 

pencipta untuk menyebarkan ciptaan tersebut kepada masyarakat dengan 

menggunakan media elektronik.  

Penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh situs streaming film dalam 

internet pada kenyataannya tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk oleh 

masyarakat. Masyarakat pengguna internet dan penikmat film justru merasa untung 

atas segala fasilitas yang diberikannya, sedangkan di lain pihak peraturan perundang- 

undangan melarang hal tersebut.  
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Menanggapi adanya permasalahan adanya situs yang memberikan akses 

unduh secara gratis terhadap film, sedangkan di sisi lain film itu sendiri merupakan 

salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Sehingga menarik untuk diteliti lebih 

mendalam mengenai hal tersebut. Berdasarkan keadaan- keadaan serta masalah-

masalah yang telah dijelaskan di atas, maka Penulis berkeinginan untuk melakukan 

penelitian hukum berupa tesis yang berjudul:  “Perlindungan Hak Cipta 

Sinematografi Dalam Situs Streaming Film”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan dan 

membatasi uraian penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang di 

teliti. Untuk memganalisis permasalahan di atas, maka penelitian dilakukan dengan 

menggunakan pertanyaan- pertanyaan sebagai berikut:  

1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta sinematografi 

dalam situs streaming film? 

2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum pengelola situs streaming dalam 

penyebaran akses unduh film berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 
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1) Meneliti perlindungan hak cipta sinematografi dalam situs streaming film 

2) Merumuskan pertanggungjawaban hukum pada situs streaming terhadap 

penyebaran akses unduh film berdaasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Manfaat Teoritis: 

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikirian bagi ilmu hukum, 

khususnya dalam bidang hukum hak cipta.  

b. Diharapkan dapat memberikan bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan 

akademik, dan juga sebagai tambahan bagi kepustakaan.  

2) Manfaat Praktis: 

a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemegang Hak Cipta 

sinematografi mengenai adanya perbuataan penyebaran akses unduh film 

yang dilakukan oleh situs streaming.  
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b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

pertanggungjawaban hukum pada situs streaming terhadap penyebaran akses 

unduh film.  

c. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah 

mengenai hukum bertindak dalam bertindak dalam penyelesain penyebaran 

akses unduh film di situs streaming 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Agar mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan hukum, penulis membagi sistematika penulisan hukum ini menjadi 5 (lima) 

bab, tiap-tiap bab tersebut terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 

mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan penelitian. Sistematika penulisan 

hukum ini diuraikan sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori dan konsepsi yang berkaitan dengan 

tesis ini. 



 

 

 26 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan jenis penelitian, sifat penelitian, objek penelitian, 

pengumpulan data, analisis data. 

BAB IV:ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas, menguraikan dan menganalisis perlindungan hak 

cipta sinematografi dalam situs streaming film. Analisis dilakukan berdasarkan 

undang-undang yang terkait dengan judul tesis yang akan dibahas. 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang akan memaparkan 2 (dua) hal, yaitu 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA  
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